SALINAN

KOMISI PEMILIHAMN UMLUM
KOTA BATAM

REPUTLSAN KOMIS] PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 20206
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMIS] PEMILIHAN UMLUM
KOTA BATAM

KETUA KOMIS] PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : A, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Nepara dan Relormasi
Birokresi Nomer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan, yang menyalakan babwa “setap
penyelenggara pelayvanan publik wajib menetapkan dan
mencrapkan standar pelayanan publik untuk setinp jenis
pelavanan”;

b, bhahwa untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi
Publik (FKP] mengena Pepyusunan Standar Peiavanan
Puhlik pada Komisi Permibthan Umum Eota Batam yvang
dituangkan dalam Berita Acara Nomor 73/0RT.08-
BA/2171/3/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik
(FKP) Penvusunan Standar Pelayanan Publik Komisi
Pemilihan Umum Eota Batam Tahun 2026, tanggal 19
Oktober 2026

¢, bahwa dalam rangks mewwjudkan penyeolenggaraan
pelavanan publik  wang  berkuaiitas, transparan,
akuntabel, mudah diakses serta memberikan kepastian
pelavanan  kepada masyarakal, perlu  menctapkan
Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Batam;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebapgaimans

thmaksud dalam huruf a, huref b dan huruf ¢, perla



Mengingai

menetapkan Keputusan Komis: Pemilihan Umum Kota
Batam tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi

Pemifihan Umum Kota Batom,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelavanan Publik (Lemboran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanasn Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Peolavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 3012 Nomoer 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin NMomoer 3357);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Mamor 8 Tahun 20109

tentang Tata kerja RKomisi Pemiliban Umum, Komisi
Permilihan Umum Provins:, dan Komisi Pemilithan U
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320} sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemiliban Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubaban kehima atas
Peraturan Komisi Pemilithan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kera Komisi Pemiliban Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinst, dan Komisi Pemilihan Umnum
Kabupaten/Kota ([(Berita Negara Republik  Indoncsia
Tahwun 2023 Momor 377,

» Peraturan  Komiasi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tuess, Fungsi, susunan organisasi, dan
Taila Kerfa Sekretarial Jenderal Komiss Pemilihan Umuim,
Sekretariat  Komisi Pemithon Umum  Provinst,  dan
Sckretariat Komisi Pemiliban Umum  Kabupalen/kota
(Berita. Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236} sebagoimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Komisi Pemiliban Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan kedus atas peraturan Komist
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 fentang Tugas,
Fungsi, susunan organisasi, don Tala Kerja Sekretarial
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilthan Umum  Provinst, dan Sckretanat  Komas



Memperhatikan

Menctapkan

RESATLU

Pemilihan Umum  kabupaten/Kota  {Berita  Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8267,

& Peraturan Menteri Pendayagunoan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Podoman Standar Peloyanan (Berila Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor 615);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Helormasi Birokras: Republbk Indonesia Nomaor 16 Tahun
2017 tentang Pedoman  Penvelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit  Penyvelenggara
Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menten Pendavagunaan Aparatur Negarn dan
Heformast Birokrasi Momor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan  Menteri  Pendayagunasn
Aparatur Negara dan Helormasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluast Kinerja
Penvelengearaan Pelayanan Publik;

8, Pedoman Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Helormast Birokrasi MNomor 7 Tabun 2025 lentang
Mekanisme dan Instrumen Pemantavan dan Evaluasi
RKinerjn Penvelengearaan Pelavanan Publik;

9, Reputusan Kormisi Pemiliban Umum Bepublik Indonesia
KNomor  19Y Tehun 2022 teatang Pedoman Tekms
Penyusunan Keputusan di Lingkungen Komisi Pemiliban
Umum;

Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2446/ ORT.08-50 fO1 /2026, Tanggal 19 Agustus 20026

Perthal | Pelaksanaan dan Penvampaian Progres Forum

Konsultasi Publik ([FKP) Tahun 20026,

MEMUTLISKAN:
KEPUTUSAN RKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGEUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,
Menetapkan Standar Pelayanan di  Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Keta Batam, schagaimana tercantum dalam
Lampiran  Keputusan  yang  moerupakan  bagien  tdak
terpisahken dan Keputusan ini



KEDUA v Standar Pelayvanan Komisi Pemilihan Umum Kota Batatm
sebagaimana  yvang dimaksud dalam DIEKTUM KESATLU,
meliputi jenis pelayanan sebapsi berikut:

l. Pemutakhiran Data Pemilih;

2. Pencalonan Peseria Pemiluf Pilkada;

3. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik:
4. PPIDy;

2. Pendidikan Pemilih;

6. Penpaduan Masyvarakat;

7. Kerjasama,; dan

8. Rekrutmen Badan Adhoc,

KETIGA Standar Pelayvanan Komusi Pemilihan Umum Kota Batam
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan
stbapal pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja
pelavanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat
pengawasan dalom  penvelengearann pelavanan pubbk di
lingkungan Komisi Pemilthan Umum Kota Batam.

EEEMPAT 1 Reputusan i mulal berlaku pada tangpal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM.

ttd.

MAWARIM

Salinan sesual dengan ashinva

(5555 = |2 ﬁt.

' :é';i-iadiunl}r Nadeak




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISE PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISE PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

NO  KOMPONEN

URAIAN

1 Persyaratan

2 | Sistem,
' mekanisme, dan
| prosedur

a. LURING (Tahapan/Non Tahapan)
+  Mengmst formulir Tanggapan Masyvarakat Model A-
Tanggapan (masa tahapan Pemilu/Pilkada]
= Melampirkan salinan cetak/digital dokumen
kependudukan berupa KTP-¢l/Kartu
Keluarga [ ldentitas Kependudukan Digital atau
Biodata Penduduk serta nomor HP vang dapat
dihubung
b. DARING [Tahapan)
Mengisi formulir tanggapan Masvarakat di laman
celkdptonline kpu.go.id
c. DARING (Non Tahapan)
Mengisi formulir masukan dan tangeapan
Masyarakat terhadap Pernutakhiran Data Pemilib
Berkelanjutan di laman website KPU Batam
Imps { /kota-batam.kpu.goad

a. LURING [Tahapan/Non Tahapan)
Pemohon datang ke kantor KPU Kota Batam dan
menverahkan formulir kepada petugas dengan
melampirkan dokumen persyaratan administratif
b. DARING |(Tahapan)
Layanan online melalu aplikasi atau portal resmi
KPU cekdplonline kpu.go.id
c. DARING |[Non Tahapan)
Prosedur:
1. EPL Kota Batam menenma LENgEapan
masvarakai;
2. Petugas operator SIDALIH melakukan pengecekan
terbadap data pemilih;
3. Data pemilih diproses melalui SIDALIH.

3 Jangka waktu
pelayvanan

Maksimal 3 {tiga} hari kerja

4 | Biaya/tan{

5 | Produk peJa}r': ryan

Tidak dikenakan hm:.raftanf (Rpd,-)

1. Dala pemilib vang telah dtt‘n:-tukk:m :llpmdﬂrlki-ln
dan dimulakhirkan

2. Informast status data pemilih bag: masyarakat




'NO | KOMPONEN URAIAN

6 | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan fapresias) dapat
pengaduan, saran, | disampaikan melahai
dan | 1. Datang langsung ke Kantor KPU Eeta Batam, J1. RE,
| masukan/apresiasi | Martadinata No. 1 - Sekupang melaluw helpdesk

Lavanan Pemutakhiran Data Pemilib
Email: kote_bataminkpu.go.id
WhatsApp: 082 186836077
Instagram: fikpukotabatam
Faceboolc: KPU Kota Batam

ke

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
NO KOMPONEN URAIAN

I | Dasar hukum 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang)
Pemilihan Umum;

2. Peraturan Menteri Pendayvapgunaon Apacatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomar 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan |[Berite Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 613);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PEPU) Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan RKomisi |
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita I"-Ieg.-jra!

Republik . Indenesia  Tahun 2019 Nomer  320) |

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan |

Komist Pemilihan Upum Nomor 8 Tahun 20119 (Berita

Megara Republik Tndonesia Tahun 2021 Nomor T86);

| 4. Persturan Komisi Pemilihan Umum Nemor 14 Tehun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisas:, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliban

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsd,

dan  Sckrelariat  Komisi Pemilihan  Umum

Kobupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomaor 7 Tahun

20022 tentang  Penvusunan Daltar Pemilin  dalam

Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  dan Sistem

Informasi Data Pemilih:

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomoer I Tabun
2025 tentange  Pemutakhiran Data Pemilil
Berkelanjutan beserta perubahannyes

7. Keputusan Komisi Pemiliban Umum Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan

[_n

Umum
2 | Sarana dan - Ruang/loket  layanan di kantor }'EFLII Kota Batam,
Prasaran, laptop/ kemputer, jaringan internet, apl{kum SIDALIH,
| dan/atau portal  cokdptonline kpu.gouid,  formulir  langgapan
| fasilitas masyarakat. dan alat tulis kantor, serta fasilitas layanan

dinding disabilitas dan petunjuk visual dan audio.

‘ disabilitas berupa kursi roda, tongkal jalan, pegangan




| pelaksana

NO HOMPONEN URAIAN
3 | Kompetonasl Personil KPU Kota Batam, termasuk petugas operator
pelaksana SIDALIH, wang memiliki bemampuan mengoperasikan
SIDALIH dan melayani tanggapan masyvarakat terkait data
pemilih
4 | Pengawasan |. Pengawasan dilakukan secara berjenjang
internal 2. Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan
3 |Jumlah 2 (lima) orang Angeota KPU Kota Batam dan 6 (enam) orang
pelaksana Sekretariat KPU Kota Batam
6 | Jaminan 1. Maklumat Pelavanan
prlayvanan 2. Lavanan dilaksanakan setap hari kerja sesuai jam
kerje dan jangka wakiu vang telah ditentukan
3. Layanan difasilitass oleh petugas  vang  telah
mendapatkan ponugasan
4, Data  pemilibh  diproses  melalul  SIDALIR sesuai
dokumen yang disampaikan pemohon
7 | Jaminan 1. Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat
keamanan dan diutamakan, bebas dari praktik gratifikasi, kolusi,
I keselamatan nepotisme dan pungutan liar
! pelayanan 2. Data pribadi pemohon dijage kerahasisannya dan
- hanya digunakan untuk keperiuan pemutakhiran data
I pemilib
3. Petugas yvang melayani telah mendapatkan penugasan
I dart atasan langsung
I |E1.rE|Jiu&Hi kincrja | Didaksanakan pada soat Rapat Pleno Rutin Ketua dan

Anggota dengan Sekretarial KPL Kota Batam dan/atau
Rapat Struktural KPU Kota Batam




STANDAR PELAYANAN PENCALONAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

NO | KOMPONEN URAIAN
1 | Persvaratan I. Membawa Surat Mandat dan Partai Politik vang
menyatakan sehagai Petugas Penghubung

2. Membawa KTP asli

3. Membawa sarana laptop vang telah terhubung dengan
internet

2 | Bistem, 1. KPU Kota Batam membentuk tim Helpdesk Pencalonan
mokanisme, dan dan mengumumkan Helpdesk melalul media sosial
prosedur kLI Batam

2, Petugas Penghubung menghubungt Helpdesk melalul
kanal resmi yang telah diumumkan, atau dapat
langsung hadir ke Kantor KPU Kota Batam

3, Pelugas menenma dan mencatal pertanyaan atau
permohonan informas:

4, Petugas mengdentifikas  topik  pertanvaan dan
memberikan  informasi berdasarkan  ketentuan,
panduan, dan jadwal resmi pencalonan

3, Jika pertanyaan memerlukan pemenksaan  atau
koordinasi lebih lanmjut, petuges meneruskan kepada
unit atau pejabat vang berwenang

6. Petugas menyampaukan jowabon atan perkembangan
tindak lamut melalui kanal yang digunakan pemohon

3 |Jangka wakiu Maksimal 2 {dual hari kerja
pelayanan

4 | Blayatarif Tidak dikenakan biays/ tarif

5 | Produk I, Informasi dan konsultasi mengenal persvaralon,
pelayanan jadwal, prosedur, serta tahapan pencalonan,

2, Tanggapan dan arahan atas pertanyaan atag kendala
pengeuna terkait lavanan pencalonan.

6 | Penanganan Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi dapat
| pengaduan, | disampailan melalui:
| saran, dan 1. Datang langsung ke Kantor KPU Kota Batam, J1. RE.
masukan Martadinata No. 1 = Sekupang meialui helpdesk

layanan Pencalonan

Email; kots babumi kpa.go.id
WhatsApp: 082 186856077
Instagram: @kpukotabatam

P

Facebook: KPU Kota Batam

PENGELOLAAN PELAYANAN [MANUFACTURING)

NO

HKOMPONEN

-

| Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 lentang Pemiliban
Gubernur, Bupati, dan Walikota Memjadi Undang-
Undang




HNO

HOMPONEN

URATAN

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

3. Peraturan Menten Pendavagunoan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

4, Peraturan Komist Permilthan Umum (PKPU] Nomor 8
Tohun 2019 tentang Tata Kea Komisi Pemihbhan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinst, dan Komiss
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota |
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun |
2023 tentang Pencadonan Anggota Dewan Pepfwakilan
Rakyvat, Dewan Perwakilan Rakyad Daerah Provins,
dan Dewan Perwalkilan Rakyat Daecrah
Kabupaten /Kota
f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubermmur dan Wakal
Gubernmur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota

o

Id

3

& |

Sarana dan
E'.I!'F.l Sarana,
dan/atau

| fasilitas

Kantor KPU Kota Batam, laptop/kKomputer, dokumentasi,
dan alat tulis kantor serta fasilitas lavanan disabilitas
berupa kursi roda. tongkat jelan, pepangan dinding
disabilitas dan petunjuk visual dan audio.

I Kompetenst
| pelakzana

Petugas memahami tahapan, persvaratan, jadwal, dan
prosedur pencalonan serta mampu memberikan informasi
yvang jelas, akurat, netral, dan mudah dipahami. Petagas
juga mampu mengoperasikan kanal helpdesk, mencatat
perianyaan, menjaga kerahasiaan data, dan mencruskan
pertanyaan vang memerlukan penanganan lebih anjut
kepada pihak berwenang,

Pengawasan
mnternal

Pengawasan dilakulian oleh atasan langsung atau pejahat
vang ditunjuk melalui pemantavan layanan, pecmeriksaan
pencatatan dan tindak lanjut pertanyaan, serta evaluast
atas ketepatan informas dan kepatuhan petugas terhadap
prosedur.

Jumlah
pelaksana

Disesuaikan  dengan  jumlah  kanal layanan, jam
operasional, dan volume pertanyaan. Pelaksana sekurang-
kurangnya terdiri atas petugas penerima dan pemben
informasi serta petugas atan pejabat penghubung uniuk
pertanvann vang memerlukan tindak lanjut,

Jaminan
pelayanan

sesual ketentuan dan sumber resmi, melayani pengguna
secara  sctara  dan  profesional, serta mencatal dan
menindaklanjuti pertanyaan sesuai prosedur dan jam
lavanan vang ditctapkan.

Jaminan
kecamanan dan
kesclamalan
pelayanan

Data dan informasi pengruna dijage kerahasiaannya serin
hanya digunakan untuk keperluan pelayanan. Akscs
terhadap data dibatasi kepada pelugas berwenang.
Petugas  mengarahkan pengguna  uniuk  tidak
mengirimkan data pribadi atau dokumen yang tidak
diperlukan melalui kanal helpdesk.




1m| KOMPONEN URAIAN

8 | Evaluasi kinerja | Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan ketepatan
pelaksann | dan kejelasan  informasi, waktu respons,  jumlah
!pr."rlamyuan vang ditangani, penyelesaian tindak lanjut,
kepatuhan terhadap prosedur, secrta masukan dan
pengaduan pengguns. Hasil evaluasi digunakan untuk
memperbaiki mutu lavanan helpdesk pencalonan.




STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DATA PARTAI POLITIK
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

NO

HOMPONEN

URAIAN

Persvaratan

Sistem,
mekarmsme, dan
prosedur

PARTAI POLITIK:

. Keputusan Pimpinan Parta Politik tingkat pusal atau
sesual dengan AD dan ART Partai Politik tentang
hepengurusan Partal Politik tingkat kabupaten flcola,

2, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau
sesual denpgan ADY dan ART Partai Politik tentang
kepenpurusan Partal Politik tingkat kecamatan,

3. Sural Pernvalaan dari Pimpinan Partai Politik tinglat
pusat yvang dibuat mengeunakan formulir MODEL F-
SURAT.PERNYATAAN-PARPOL vang ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhs cap
Partai Politik dan meterai.

MASYARAKAT:

1. Identitas dirt (KTP-cl)

2. Bukti tangkapan lavar hasil penpecekan pada
https:§ /infopemilu kpu.goad fPemila fCarl_nile;

3. 3. Mengiss Form MODEL TANGGAPAN MASYARAKAT-
PAREPL

PARTAI POLITIK:

|. Partal Politik melakukan pemutakhiran data secara
berkelanjutan melalui Sipol

2, Pariai Polik menyvampaikan hasil pemutakhiran data
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlalku

3. KPU Kota Batam melakukan venfikas: terhadap data
Partal Pelitik sesual dengan kewenangannya

4. Verifikasi dilakukan terhadap data kepengurusan

Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan kecamatan

serta data lain sesuai dengan cakupan kKewenangan

KEPU Keta Batam

[data vang divenfikast meliputi  kepengurusan,

keterwakilan perempuan dalam kepengurisan sesuai

tingkatannva, keanggotaan, dan domisih kantor tetap
sesuai dengan ketentuan vang berlaku

6. Hasil verifikasi direkapitulasi sesual dengan prosedur

vang ditetapkan

Haszil verifikasi dituangkan dalam berita acara

&. Hasil verifikasi disampaikan kepada KPU Provinsi
melalui Sipol.

MASYARAKAT:

1. Mendatangl kantor KPU Eota Balam dengan
memberikan bukt bahwa bepar tereatut  sebagail
anggota Partal Politik,

2. Tata cara peclaporan secarn online: mengakses menu
tanggapan masyarakat pada laman
https:/ /infopemilu kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik  dan
mengikuti langkah-langkabinva.

3. Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya dilaporkan ke

o

e

Partai Politik




RO KOMPONEN

URAIAN

4 Jangka waktu
| pelayanan

4 | Biaya/taril

PARTAI POLITIR:
1. Semester | (Januari-funi) dilakukan paling lambat 3
{tiga) har kena sebelum akhir Juni.
| 2. Semester 1T ffuli-Desember) dilakukan paling lambat 3
{tiga) hari kerja sebelum akhir Desember,
MASYARAKAT:

Maksimal 3 han setelah venfikasi akan diteruskan
kepada Partai Politik.

Tidak dipungut biaya (gratis|.

3 | Produk
pelavanan

PARTAI POLITIK:

Berita Acara Vernfikasi Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan.

MASYARAKAT:
Hasil verifikasi dan tindak lanjut laporan.

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, masukan,
dan apresiasi

Pengaduan, saran, masuakan, dan apresas dopat
disampaikan melalui:

1. Datang langsung Ke Kantor KPU Kota Batam, Jl. RE.
Martadinata No, | - Sekupang melalui helpdesk
layanan Verilikasi Data Partai Politik

. Emails koo bavtomikpu.go.id
WhatsApp: 082186856077
Instagram: dkpukotabatam
Facchook: KPU Kota Batam

o B

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

ﬁiﬁh] KOMPONEN

URAIAN

i Dasar hukKum

PARTAI POLITIK:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Relformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

2. Peraturan Komisi Permbhan Umum Nomor 4 Tahun
2022 wentang Pendalaran, Verilikasi, dan Penctapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagnimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomar 11 Tahun 2022,

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem
Informasi Partad Politik scbagaimana telah  diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomaor
658 Tahun 2024, |

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13635
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem
Informasi Partai Palitik sebagaimana telah  diubah
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomaor
638 Tahun 2024,
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3, Peraturan Menteri Pendaveagunaan Aparatur Negara |
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan,

MASYARAKAT:

L. Ketentuan Suret Ketua Komisi Pemilithan Umum
Momor  2008/PLO1,1-SD/06/2024  tanggal 17
Jeprember 2024 perihal  Pencatutan Status
Keanggotaan Partal Polink mengatur  tata cara
pelaporan pengaduan  masyarakat  kepada KPU

Provinsi / KIF Acch dan KPU/KIP Kabupaten/Kota,

2, ketentuan Surat Ketua Kemisi Pemilthan Umum
N ormar 18G/PLOL.1-8D/06,/2025 perihal
Penghapusan Dala Keanggotasn Partai Politik,

2 | arana dan Komputer atau laptop, jaringan intermct, akses npl::l-:ml
prasarana, Sipol, perangkat pemindaian dan pencetakan dokumen,
danfatau alat tulis kantor, serta dokumentasi berupa alal perekam
fasililas dan kamera, serta fasilitas layanan disabilitas berupa

kursi roda, tengkat jalan, pepangan dinding disabilitas
dan |:-|:'lu11}ui-r. visual dan audio,

3 | Rompetensi Pelaksama merupakan pegawail KPU Kota E!’l.nm YAng
pelaksana memiliki pemahaman  terhadap peraluran perundang-

undangan mengenai Partai Politik, tata cara pemutakhiran
data  melalus  Sipal, sera Kemampuan  melakukan
verifikasi, rekapitulasi, doan penvusunan berita acara
scaual dengan tugas dan kewenangannya.

4 | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh alasan
internal langsung dan pejabat yvang berwenang, Pelaksanaan

verilikasi dan penyusunan hasilnya dipantau untuk
memastiknn kesesuanian dengan prosedur, ketepatan data,
dan jadwal vang telah ditetaplkan,

5 |Jumlah Dilaksanakan oleh Anggota dan Sekretariat KPU - Kota
pelaksana Batam yvang ditugaskan menangani pemutakhiron dan

verifikasi data Partal Polittk melalui Sipol sesuai dengan
kebuluhan dan pembagian tugas yang ditetapkan.

& | Jaminan Maklumat Pelavanan, pelavanan  dilaksanakan sesuas

¢ pelayanan dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
pedoman teknis, dan kewenangan KPL Kota Batam, Proses
verifikasi dilakukan secara profesional, objektf, tertih, dan
dapat dipertangpungjawabkan serta bebas dan pungutan
liar, pratifiknsi, korapsi, kolusi, dan nepotisme,

7 | Jaminan Keamanan akun, data, dan dolumen Partai Politik dijapgs
keamanan dan sesuai ketentuan vang berlaku, Akses Sipol digunakan
keselamatan aleh  pihak  yang berwenang dan  pengelolaan  data |
pelayanan dilukukan secara tertib untuk mencegah penyalahgunaan

maupun akses va g LlclEll-: sah,

8 | Evaluas: kinerja | Evaluasi dniul-:stumt-:an secara  berkala melalui rapat

| pelaksana

internal dan peninjouan pelaksanaan pelayanan, m!:ﬂi_j::'_ut'l
kesesuaian  prosedur,  Hetepatan  waktu,  ketelitian
verifikasi, Kelengkapan berita acara, serla ponyclesaian




RO

KOMPONEN

URAIAN

kendala dalam penggunaan Sipol. Hasil evaluasi menjadi
bahan perbaikan dan peningkatan kualitaa pelayanan.




STANDAR PELAYANAN PPID
A. PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)
NO 'l KOMPONEN URAIAN

1 | Persyaratan 1. [dentitas
« Perseorangan: KTR/SIM

= Hadan Hukum: akia notans, dokumen pengesahan
badan publik, kartu anggota Partag Politik;

2, Mengisi permohonan informasi,

2 I Sistem, a. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
| mekanisme, dan | 1, Permintasn informasi publik disjukan sccara tertulis
prosedur melalu media elektromik (surat elektronik, e-mail, dan

melalul e-PPID KPU) dan/atau nonelektronik (surat

| atau datang langsung ke Kantor KPU Kota Batam];

| 2. Pemohon  Informast mengs formulir  permintlaan
informasi  publik  danfatau mengisi formulir
permehonan di e-PPID KPLU;

3. PPID membernkan nomor registrasi pendaltaran setelah
Pemohon  Informasi mengisi  formulic  permintaan
informasi publik;

4. PPID menyimpan  salinan formulir yang  telah
diregtsirasi sebagal tandas bukl permintaan dan
mencatat ke dalam buku repistrasi Permintaan
Informasi Publik,

&, PPID metakukan prmeriksasan kelengkapan
Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 {tiga] han
setelah Permintaan Informasi diregistrasi;

6. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepoade
Pemohon Informasi batk informast dikabulkan, ditolak
dan fatau tidak lengkap;

7. Informasi ditolak karena alasan dikecualikan sesuai
Surat Keputusan (SK] Informasi yang dikecunlikan;

8. Informas tidak lenghkap dapat diajukan perbaikan
permintaan informasi publik setelah 3 [tiga) hart surat
balasan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi;

9, Jika terdapat keberatan, Pemohon [Informasi dapat
mengisi formulir keberatan dengan mencantumkan
alasan keberatan paling lama 30 har;

b. Pelayanan HKeberatan Terhadap Permintaan
Informasi Publik

1. Pengajuan keberatan atas Permintaan informasi Publik
diajukan secara tertulis melalui media elektroni (surat
elektronik, e-mail dan metalu e-PPID KPLU) dan/atau
nonelektronik (surat atau datang langsung ke Kantor
KPU Kota Batam);

2, Pemohon Informasi mengisi  formulic  pengajuan
keberatan  danfatau  mengisi  formulic  pengajuon
keberatan di e-PPID KPLL

3. PPID memberikan nomor regisimai pendaftaran setelah
Pemchon  Informasi mengisi  formulir  pengajuan

| keberatan;
— SRS — MY




RO KOMPONEN

URAIAN

4, PPID menyimpan sahnan formulir vang telah i
registrasi sebagan tanda bDukl pengajuan kKeberalan
dan mencatat kedalam buku registrasi keberatan;

2 PPIDY menvampaikan formulir pengajuan Keberatan ke
Atasan PPID untuk ditangeap secara tertulis dan
disampaikan kepada Pemohon Informasi paling lamsa
30 (tiga puluh) hart sejak pengajuan keberatan di

register;

6. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan informasi
publik karena alasan pengecualian, maka tangeapan
tertulls wajb menvertakan Penetapan PPID KPU atau
PPIL KPU Provinsi mengenal klasthiikasi Informasi vanz
dikecualikan.

3 | Jangka waktu
pelavanan

a. Permohonan Informasi Publik

. 10 (sepulub) han kena dan dapatl diperpanjang 7
{tujuhl han kera, Perpamjangan dilakukan  secarca
tertulis disertal dengan alasan;

2. Khusus untuk Tahapan Pemilu dan Pemilihan, PPID
memberikan jawaban tertubs dalam wakiu 3 (Liga) hart
kerja dan dapat diperpamjang 2 (dua) han kera
selanjuinya.

i

b. Pelayanan  Heberatan  Terhadap — Permintaan
Informasi Publik

1. 30 [tiga puluh) har sejak pengajuan keberatan o
regisler dan berkaitan dengan informasi Kelembagaan
dan/fatau Informas Perulu, Pemilihan pada tahapan
penyveienggaran yang telah berlalu;

2. 3 (tiga) han sctelah diterime pengajuan keberatan
vang berkaitan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada
tahap vang sedang berjalan.

4 | Biaya/tarif

| sepenuthnya dibebankan kepada pemohon,

Layanan permohonan informasi publik tidak dipuangat
biava [gratis], Namun, apabila pemohon membutubkan
salinan dokumen dalam bentuk fisik {fotokopi/cetak) atan
media  penvimpanen  digital, hiaya penggandaan

5 | Produk lavanan

| Informasi dapat berupa hardeopy dan soltcopy,

6 | Penanganan
pengaduan,
saran, masukan,
dan apresias:

Masyarakal dapat memberikan pengaduan, sacan,
masukan dan apresiasi melalui:

1. Dateng langsung ke Kantor KPU Kota Batam, Jl. RE.
Martadinata No. | - S8ckupang melalui helpdesk PPID
KEPU Kota Batam

2. Emall: Eots DA LA R

3. WhatsApp: 082 186856077

4. Instagram: @kpukotabatam

5. Facebook: KPU Kota Batam




PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING|

NO| KOMPONEN

1 h:w:::' hl-tku.m

URAIAN

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,

2. Undang-Undang MNomor 253 Tahun 2009 tentang
Lavanan Publik,

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubalian Kedua atas Undang-Undang Nomor ]
Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemermitah
Pengeanti Undang-Undang Momor 1 Tahum 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang,

4. Undanpg-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagmmana telah beberapa kah
diuvbah  sesual denpan ketentuan  peratiran
perundang-undangan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Taehun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik,

B, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PEPU) Nomor 8
Tahun 2019 teptang Tata Kerja Komimi Pemilihan
Umum, Komist Pemilihan Umum Provinsi, dan Komis:
Pemiliban Umum Kabupaten /Kota sebagaimana {elab
dinbah dengan Peraturan Kemisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2021, beserta ketentuan perubaban
vang berlaku,

7. Peraturan Kemisi Pemilihan Umum Momer 14 Tahun |
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisast, dan
Tatu Kerjn Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretarial Komisi Pemilihban Umom Provinsi,

]|

dan Sekreturiat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kotu, besertia ketentuan perubahan yang
bicrlak.

8, Peraturan Komizs Informast Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Lavanan [nformasi Publik.

9. Peraturan Komist Pemiliban Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelavanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihon Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provins, Kamisi Pemifthan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah,
ternkhir dengan Peraturan Kemisi Pemilihan Umum
Nomor 4 Tahun 2025,

10, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomaor 140
Tohun 2026 entang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan |
Pelavanan [nformasi Publik di Komis: Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota,

2 | Barana dan

Prasaransa,

| dan /atay
fasilitas

Sarana dan prasarana pelaksanaan layanan informasi
publik meliputi ruang pelayanan informasi, komputer,
mejn dan kursi, rak berkas informasi, telepon dan printer,
website PPID KPU Kota Batam, serta fasilitas lavanan
disabilitas berupa kursi roda, tongkat jalan, pegangan
| dinding disabilitas dan petunjuk visual dan audio,




NO KOMPONEN URAIAN
3 | Kompetcnsi Kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
pelaksana yvang diperlukan untuk mengelola dokumentasi scrta
memberikan pelayanan informasi publik secara cepat,
lepat, trangparan, dan sesuai Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

:, 4 | Pengnwasan 1. Pengawnsan terhadap pelaksanaan layanan dilakukan
internal secara berjenjang oleh  pejabatl atau atasan yang

berwenang sesual dengan tugas dan fungsinya.
2. Evaluasi pelaksanaan layanan dilakukan sccara
berkaln dan berkelanjutan.

= |

keamuanan dan
keselamatan

pelayanan

5 |Jumlah [ Pembina: 5 (lima] orang Anggota KPU Kota Batam
pelaksana | Atasan PPID
PRID
Pelaksana: 3 (tiga} orang Kasubbag di lingkungan KPU
Kota Batam dan Petugas Pelayanan Informasi.
6 |Jaminan 1. Pelavanan informas: publik  dilaksanakan sesuai
pelayvanan standar operasional prosedur dan ketentuan yang
berlaku.

2. Setiap permohonan informasi publik dicatat, diproses,
dan ditindaklanjuti sesual meckanisme serta jangka
wakiu pelayanan.

3. Pemohon mempercleh  informasi vang akurat dan
sesuai dengan informasi yang dikaasal KPU, sepanjang
informasi tersebut terbuka untuk publik.

4. Informasi  vang dikecualikan  doan  data pribadi
dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

5. Pelayanan diberikan secara  profesional,  adil,
pnondiskriminatif, dan memperhatikan aksesibilitas
bagi penvandang disabilias.

6. Pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai
ketentuan biaya yang berlalou, dengan tidak memungut
aya di laar ketentuan.

7. Evaluasi dan perbaikan pelayanan dilakukan secara
berkelanjutan untuk meningkatkan kaalitas pelayanan
mmformasi publik,

B. Muklumnt Pelayvanan

7 |Jaminan 1, Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamsatan bagl

pemohon informasi dan pelugas pelayanan, antara lain
petugas keamuanan, CCTV, alat pemadam api ningan
(APAR] dan kotak pertolongan pertama pacla
kecelakaan (P3K), sesual kKetersediaan dan kondisi
sarana prasarana di lingkungan KPW Kota Batam.

2. Menjaga keamanan den kerahasiaan dokumen seria
infarmasi vang dikecualikan sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3, Membatasi akses terhadap dokumen dan data sensing
hanva kepada petugas vang berwenang.

4. Menjaga keamanan penyimpanan dokumen [isik

maupun  digital  serla  mencegah  kehilangan,

kerusakan, penyalahgunaan, dan akses tanpa hak.
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5. Memberikan pelayanan di lingkungan yang aman,
tertib, myaman, doan memperhatkan keselamatan
pemohon informasi serta petugas pelavanan,

6, Menjaga pelindungan data pribadi pemohon informeasi
seslai Ketentuan peraturan perundong-undangan.

Evalunsi kinerna
pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana merupakan kegiatan penilaian
terhadap pelaksanaan tugas, kualitas pelavanan,
kedisiplinan, ketepatan waktu, dan kepatuhan petugas
dalam mengelola serta memberikan pelavanan informasi
publik.




llﬂl

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

s.mlmm

URAIAN

Perayaratan

l. Surat permohonan dari kelompok masvarakat,
lembaga pendidikan menengah /tingg, komunitas,
organizasi masyvarakat/kepemudaan, atau instansi
vang menginginkan kegiatan pendidikan pemilih yang
memuatl nama Kegiatan, sasaran, wakiu, tempal, dan
jumlah peseria.

2. Surat permohonan dari KPU Kota Batam terkait
pelaksanaan sesialisasi vang akan dilaksanakan atas
inisiatil KPU Kota Batam

Sistem,
mekanisme, dan

progedur

A. Permohonan Lavanan

1. Pemohon mengajukan  permohonan  Sosialisass,
Audiens: Kepemiluan, dan Permohonan Narasumber
ke KPU Kota Batam {sural, datang langsung, atau
kanal daring).

2. Ketun KPU Kota Batom mendisposisikan ke Anggota
Divisi Parmas dan Sekretaris untuk ditindakianjutk.
3. Subbagian SDM dan Parmas mencatat dan
menelaah permohonan.
4. KPU Kota Batam mengonfirmasi jadwal dan bentuk
kegiatan,
5. Keglatan dilaksanakan (tatap muka, daring, atau
melalul Rumah Pintar Pemilu).
f, Dilakukan dokumentasi dan pelaporan.
7, Evaluasi dan tindak lanjut.
B. KPU juga dapat menginisiasi keglatan sendiri kepada
segmen sasaran (Pemilih Pemula, Pemilih Muda, Pemilih
Perempuan, Pemilih penyandang  disabilitas, kelompok
marjinal, komunitas, kelompok keagamaan dan netizen)
‘dengan  terlebih dahulu membual sural permohonan
| kepada targel fsasaran sosialisasi dan pendidikan pemilib,

| Jangka  waktu
pelayanan

-Biﬂ}'ﬂ.,." tarif

1. Balasan sural permohonan sosialisasi  kepada
pemahon lavanan paling lambat 3 (tiga) han kerja.

2, Pelaksanaan layanan disesnaikan dengan jadwal yang
sudah ditentukan danjatau telah disepakati,

hdak dupungul biaya (gratis)

Produk layvonan

Penanganan
pengaduan,

L s@ran, masukan,
| dan apresiasi

Kegiatan pu_mi:dul-:un pemilih [sosialisasi, bimbingan, atau
edukasi), maten edukasi, dan Lip::ura.n kegiatarn,

Fe;\gﬂ{lunﬂ, sararn, ma.sul-mn. dan apresiasi -:lupur.
disampaikan melalui:

|. Datang tangsung ke Kantor KPU Kota Batam, L. RE.
Martadinata No. 1 - Sekupang

Email: kols hatnmiekma.eao.icd

WhatsApp: 082186856077

Instagram: (@ kpukotabatam

Facebook: KPL Kota Batam

lon o ow




PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING|

NO | KOMPONEN

1 Dasar hukum

2 Barana dan
Prosoralsa,
dan/atau
fazilitas

| urALAN

1. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang |

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pongganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2614
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.

3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tfentang
Pemilthan Urum  schagaimana telah beberapa kali
divubaly  sesual dengan  ketenfuan  peraturan
perundang-undangan,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publile

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PEKPU) Komar 8
Tahun 2019 tcntang Tata Kerja Komst Pemilibhan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins:, dan Kormsi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilthan Umum
Nomor 4 Tahun 2021, beserta ketentuan perubahan
vang berlaku.

6. Peraturan Komigi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemiliban |

Umum, Sckretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komis Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota, bescrta ketentuan perubahan yang
berlaku.

. Peraturan Komizgi Pemiliban Umam Noemor 9 Tahun
2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Walkil Gubernur,
Bupali dan Wakil Bupati, dan/alau Wali Kota dan
Walal Wali Kota.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelavanan.

0. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tabun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik,

o |

Sarana dan prasarana untuk  pelaksanssn  ayanan

sosialisasi pendidikan pemilth melipuati muang pertemuan
atau ruang rapat di Kantor KPU Kota Batam dan/atau
lokasi kepmatan, meja dan  kuarsi,  laptop/kemputer,
proyektar dan layer, pengeras suara, alat tulis kantor,

| materi sosialisast dalam bentuk cetak atau digital, media

dokumentasi berupa kamera atau perangkat perckam,

i gerta sarana pendukung  lainnya  sesual  kebutuban |

kegiatan serta fasililas layanan disabililas berupa kuarsi )|

rodda, tongkat jalan, pegangan dinding disabilitas dan
petunjuk visual dan audio. Pelaksanaan kegiaian dgpat
memanfaatkan sarana dan prasarana mitra atau pihak
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URAIAN

kompetensi
pelaksana

terkait berdasarkan koordinasi dan kesepakatan bersama
tcrmsmuk jlkﬂ dibutuhkan penergemah bahass 1svarat.

F'n:lakq&na lavanan mcrupakan angpota KPU kota Batam
danfatau pegawal Sekretariat KPU Kota Batam yvang
mendapatkan  penugasan  scsual dengan  fugas dan
fungsinya serta memiliki kompetensi dalam  bidang
kepemiluan, sosialisasi, pendidikan pemilih, komunikasi
puldik, penvampaian informasi kepemiluan, dan/atau
fasilitazi kematan, Narasumber atau fasilitator dapat
melibatkan pihak lain vang memiliki kompetensi sesuai
dengan maten dan kebutuhan kegatan.

wn

. Pengawasan
| internal

| 1 Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan dilakukan

sccara berjenjang olch  pejabat atau atasan yang
berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Evaluasi pelaksanaan layanan dilakukan seccara
berkaln dan  berkelanjutan untuk  memastikan
kesesunian pelaksanaan kegiatan dengan standar
pelavanan, kKetentuan peraturan perundang-
undangan, serta tujuan pendidikan pemilih,

Jumlah
pelaksana

Jumlah pelaksana disesusikan dengan Kebutuban, jenis
kemiatan, jumlah pesertn, lokasi, serta kompleksitos
pelaksannan Jayanan sosialisasi pendidikan  pemilh.
Pelaksana terdirl atas anggota KPU Kota Batam dan/fatau
pegawai Sekretarial KPU Kota Batam yang mendapatkan
penugasan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-
masing,

.Jarr;:iﬁnn
pelayanan

1. KPU Kota Batam berkomitmen memtu:dkﬂn layanan
sosiplisasi pendidikan  pemilih  secara  profesional,
transparan, akuntabel, informatif, dan tidak
diskrminatil.

2. Kegiatan sosialisasi pendidikan pemilib, penyampaian
informasi  kepemiluan, permohonan  narasumber,
dan/atan  fasilitasi kegiatan dilaksanakan sesuai
dengan jadwal vang telah disepakati atau ditelapkan
berdasarkan hasil koordinasi dengan pemohon dan
mempertimbangkan ketersedinan sumber daya serta
ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan dilaksanakan olch anggota KPU Kota Batam
dan/atau pegawai Sekretariat KPU Kota Balam yang
telah mendapatkan penugasan dami pejabat yang
berwenang,

4. Materi sosialisasi pendidikan permilih disiapkan sesua
dengan kebutuhan peserta, karakteristik sasaran,
perkembangan regulasi kepemiluan, dan substansi
permasalahan vang akan dibahas.

5. Maklumat Pelayanan

Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan

|. Keamanan ddan  kesclamatan dalam  pelaksanaan
layanan ~ menjadi  perhatiaon utama dengan
memperhatikan kondisi tempat kegiatan, keselamatan
peserta  dan  pelaksana, serta ketertiban  selama
kegiatan berlangsung.




URAIAN

2. Informasi kepemiluan yang disampaikan bersumber
dari ketenfuan peraturan perundang-undangan, |
dokumen resmi, dan/atau sumber informasi vang|
dapat dipertanggungiawabkan.

3. Angpota KPU Kota Batam, pegawal Sekretariat F.'.P‘U
kota Batam, dan,fatau narasumber VANg |
melaksanakan kKegintan telah memperoleh penugasan
alau perselujuan darn pejabal vang berwenang :::-I:HLIEI]
dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan layanan dilakukan dengan menjunjung |
tinggi integritas, nctralitas, profesionalitas, scria |
menghindar praktik gratifikasi, kolusi, nepotisme, dan |
pungman liar.

Evaluas: kinena
pelaksana

Evaluasi km-:rja pelaksana  dilakuakan secara I:u:rl-:ala
melalul rapat pleno ratin, rapat evaluasi, rapat koardinasi,
dan/atau mekanisme evaluasi internal KPU Kota Batam
scsuai dengan kebutuhan., Evaluasi mehiput kesesuaian
pelaksanasn  kegiatan dengan standar  pelayvanan,
ketepatan jadwal, ketercapaian sasaran pescrta, kualitas
materi dan penyampaian  informasi, dolumentasi
kegiatan, serta masukan dan saran dari pescrta atau pihak
terkait. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan
dan peningkatan kualitas layanan sosialisasi pendidikan
pemilih secara berkelanputan,




STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

NO

KOMPONEN |

S BB LR S

SP4N-LAPOR!

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WES)

1

Persyaralan

Informas: mnmum
pengadusan;
1. ldentitas pelapor

. Substansd

3. Fihak atau

dilaporkan [bila adal;
danfatau

. Waktu, tempat, dan
Fhgiiizhy kronalogis

vang
valid dan dapat
dikonfirmas

ataw
aduan yang jelas

unit  vang

pokak

kejadian secara ringkas

| Sistem,

maekanisme,
dan
prosedur

Jangkn
wakiu
pelayanan

. Pelapor membuat akun

. Betelah membuka SP4N-

. Apabila

[nformas: minumum pengaduarn:
1. KTP/SIM

2. NIP [jika Pelapor adalah ASN)
3. Nomor telepon

4. Hal yang dilaporkan

pada porial
www Japor.go.id [jikce
diperlukan) dan
metyampailan .
pengaduan melalui
SPAN-LAPOR!. |
2. Bubstansi  pengaduan,
pihak vang terlihat, serta
waktu, tempat, lokasi

dan kronolog: kejadian.,

LAPOR! pada laman

. Mengunggah form pengaduan WBS |

KPU Kota Batam yang sudah]
ditandatangani berformat PIXF
beserta bukh dukungonyva pada menu
Whistle Blowing Svstern KPFU Kota
Batam e
httpa:/ /bit.ly/ WBS_KPUKOTABATAM

2. Dapat disampaikan secara langsung |

ke kantor KPU Kota Batam vang
beralamat di Jalan B.E. Martadinata |
Ma. 1 Sekupang.

pengaduan
belum memuat informasi
ITANTALLT vang
dipersyvaraltkan, Pelapar
diminta meelengkapi
informasi dalam batas
waktu 3 (tiga) han kerja.

2. WVerifikasi, penelaaban,
klasifikast, dan
pendiaposisian  laporan
oleh Admin
Instansi/Organisasi
dilaksanakan paling

lama 3 (uga) hari kerja
sejak laporan diterima,

3. Tindak lanjul berikutnya

dilakukan sEs11al
klasifikas1  pengaduan,
kewenangan unit terkait,
standar wakiu  dalam
ketentunn SPAN-LAPOR!,

gserta SOP yvang berlaku.

. (tiga] hari kerja masa pi:rbuil-:ami

setelah dinyatakan tidak lengkap.

. Belambat-lambatnya 30 (tiga puluh) |

getelah diterime I
pelapor  mendapatkan |
lerkait  tindak  lanjut |

hari kerjn
pengaduan,
informasi
aduannya.




NO | KOMPONEN SP4N-LAPOR) WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
Perkembangan atau
kendala tindak fanjut
dipantau dan
dunformasikan  melalu:

4 | Biaya, tarif

mekanisme aplikasi.

Tidak dipungut biaya
{gratis).

Tidak dipungut biaya [gratis).

5 | Produk
pelayvanan

Produk layvanan berupa
pengelelann dan tindak
lanjul pengadunn faspirasi, ]
vailu: Tindak lanjut atos
penpadusn pelaporan.

Tindak lanjul atas pengaduan pelaporan
berupe ;

. Laporan ditutup atanu selesal
2, Laporan diprosca

3. Laporan diteruskan ke pihak yang

berwenang
6 | Penanganan | Masvarakat dapat | Masyaralkat dapat memberikan
pengaduan, | memberikan penpgadusn, | pengaduan, saran, masukan
garan, SAram, masukan dan | apresiasi melabui;
masukan, apresiasi melalui: . Datang Jangsung ke Kantor KPU
| dan 1. SPa4N-LAPORY h kota Batam, Jl. RE. Martadinata
Apresiasi hitps: ) fwww. lapor.ge. id No. 1 - Sekupang

PENGELOLAAN PELAYANAN [MANUFACTURING|

2. Datang langsung ke
Kantor KPU Kota Batam,
JI. RE. Martadinata No. 1
- Sekupang

3. Email:
kata batamed ko, eoad

4. WhatsApp:

QB2 186856077

5. Instagram.
fkpukotabatam

B. Faccbook: KPU  RKola
Batam

L

Email: kotn_batamikpu,go.id
WhatsApp: 082186856077
Instagram: ¢kpukotabatam
Facebonk: KPL Kota Batam

NO | HOMPONEN SP4N-LAPOR! WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS|
1 | Dasar |, Peraturan Menteri | 1. Peraturan Menter
hukum Pendavagunaan  Aparatur | Pendayagunaan  Aparatur
Negara  dan Rel’u:;rnms:'l Megara dan  Relormas
Birokrasi Nomar 15 Tahun Birokrasi Nomor 15 Tabun
2014 tenlang Pedoman 2014 tentang Pedoman
Standar Pelavanan. Standar Pelayanan,

2, Peratiiran Komisi [ 2. Peraturan Kamisi |
Pemilihan Umum |PKPU] Pemilihan Umum (PKPL)
Nomor B Tahun 2019 Nomor B Tahun 2019
tentang Tata Herja Komist tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum. Komis Pemilihan Umum, Komisi
Pemiliban Umum Prosinst, Pemilihan Umum Provins,
dan Komisi  Pemiliban dan  Komisi  Pemiliban

Umum Kabupaten/Kota. Umum Kabupaten/RKota,




EKOMPONEN

SP4N-LAPOR!

WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WBS)

3. Peraturan Menters
Pendayagunaan Aparatur
Megara  dan Reformasi
Birokrasi Fepublik
Indonesia Nomor 46 Tahun
2020 tentang Road Map

Sislem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Tahun
2020-2024.

4. Keputusan Komisi

Pemilihan Umum  Nomor
1089 Tahun 2025 tentang

Pedoman Teknis
Penggunaan Sistem
Pengelolaan Pengaduan

Pelavanan Publik Nasional
— Lavanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Ralkyat
el Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan
komis: Pemilihan Umum
Kabupaten fKota,

3. Keputusan }{nmiﬂi!
Pemilithan Umum Nomor
915 Tahun 2025 tentang |
Pedoman Teknis |
Penanganan Pengaduan
(Whistle Blowing System) o I
Komisi Pemilihan Umum, |

Komisi Pemilthan Umum |

Provinsi, dan  Komisi|
Pemilihan Umum |
Kahupaten Kota. |

Sarana dan
pragaran,
dan/ntau
Tasilitax

Akses aplikasi/porial SP4N-
LAPOR!, perangkat komputer,
jaringan internet, akun
petugas sesunl  kewenangan,
sarani komunikasi, ruang
kerja petugas, SATHNA
pencalatan dan penyimpanan
dokumen pengaduan dengan
akses terbatas, serta [Asilitas
lavanan disabilitas  berupa
kursi roda, tongkat jalan,
pegangan dinding disabilitas
dan petunjuk visual dan audio.

Aplikas: atau laman WBS yvang

aman, perangkoal  Komputer,
jaringan  internet,  salurmn
komunikasi pendukung, ruang
kerja pelugas, sisloem
pencatatan dan penyimpanan
laporan dengan nkses terbalas,

gorta fasilitns layanan
dlisahilitas berupa kursi roda,
tongkat  jalan, pegangan
dinding digabilitas dan

pelunjuk visual dan audio,

Kompetens:
pelaksana

Petugas memahami pedoman
teknis SP4N-LAPORI,
pCnCrimaan, verifilasi,
penelaahan, klasifikasi,
disposisi, pemantanan,
penyusunan - respons,  dan
pembaruan  status  laporan,
Petugas mampu berkoordinasi
dengan Pejabat
Penghubung/Admin UPP dan
unit terkat, menjaga
kerahasiaan data, gerta
bekerja  secara  profesional,
| objektil, netral, dan akuntabel

Petugas memahami proseduar
penerimaan dan penanganan

pengaduan, prinsp
kerahasiaan dan perlindungan |
pelapor,  pengelolaan  bukl |
atau dokumen, serta
ketentuan terkait tindak lanjut
laporan. Petugas mampu
berkomunikasi BECaTn

profesional, objektil, dan tidak
memihak.




RO

4

KOMPONEN

EP4N-LAPOR!

WHISTLE BLOWING SYSTEM
{WBS)

Pengawasan
internal

Pengawasan dilakukan oleh
pejabat /unit berwenang
melalyi pemantauan  laporan
vang masuk seliap han dan
pemantavan perkembangan
nndak lanjut secara berkaln,
sekurang-kurangnya seliap
minEEd SESLLIL pedeman
teknis. Pengaduan yvang belum
ditindaklanput dipercepat
melalul koordinasi,
komunikasi dengan  Admin
UPP/unit terkait, dan
pemantavan  langsung  bila
diperiukan.

Jumlah
pelaksana

Disesumkan dengan strukoar
OTEETISASE ddamn beban
pengaduan,  dengan fungs
pengelolaan yang  meliputi
Admin  Instansi/ Organisasi,
Pegjabar  Penghubung, dan
Admin  Unit  Penyelenggara
Pelavanan (Admin UPP) sesuai
penetapan dan pembagian
tueas yang berlaku,

Pengawasan dilakukan oleh
pejabat  atau unit | yang
berwenang frelalui
pemantauan penerimaan, |
verifikasi, dan tindak lanjat |
laporan; pemeriksaan |
kepatuhan ferhadap pmﬁndur;!
serta pengendalian akses dan
kerabhasiaan informasi.

Disesuaikan dengan jumlah |
laporan, kompleksitas |
penanganan, dan  strukoor |
GrEATLSEHS], Pelaksana |
sckurang-kurangnyva
mencakup. petugas  penerima
atau administrator WBS dan
pejabat atau i Yang
berwenang melakukan
verifikasi serfa tindak lanjut.

Jaminan
pelavanan

Maklumat Pelayanan, sctiap
laparan dikelala sesuai
mekanisme dan kewenangan,
melalun  tahapan venfikasi,
penelanhan, klasifikasi,
disposisi, tindak lanjul, serio
pemantauan.  Hespons  dan
jawaban  diberikan  scecara
| cepat, akurat, solutt, dan
| akuntabel. Perkembangan
atau  kendala penanganan
dipantau dan dicatal melaha
aplikasi sesual ketentuan.

Maklumal Pelayvanan, sclap
laporan yang diterima dicatat
dan ditangani scsuai prosedur
serta kewenangan  instansi.
Pelapar memperoleh informasi
mengenai  penerimaan  atau
perkembangan laporan
sepanjang dimungkinkan cleh
ketentuan vang  berlaku.
Penanganan dilakukon secara
ohjektif, profesional, dan bebas
dari konflik kepentingan.

Jaminan
kecamanan
dan
keselamatan
pelayanan

ldentitas Pelapor dan informasi
laperan vang bersifat rahasia
dijaga, Akscs dibatasi kepada
pengelola petugas VANE
berwenang.  Pelapor  dapat
mengunakan  fitur  anonim,
rahasia, dan tracking 1D sesuai
fungsi  aplikasi.  Pengelola
dilarang menyebarluaskan
[identilas atau informasi
| sensitif, menyalahpunakan
| kewenangan, menerima
iimha]an. atou  menggunakan
| informasi  laporan

mlmk_ I

fdentitas pelapor dan informasi
dalam laporan dijaga
kerahasiaannya ALl
ketentuan,  Akses  terhadap |
laporan  dibatasi  kepada |
petugas  berwenang,  dan
dokumen atau data disimpan
secara -aman.  Perlindungan
petapar  diberikan ML
kebijakan dan peraturan vang
berlaku,

—



NO

'KOMPONEN

Evaluasi
kinerja
pelaksana

SP4N-LAPOR!
kepentingon da luar
penanganan pengaduan,

kecuali diwajibkan peraturan
perundang-undangan.

Evaluas: dilakukan melalui
pemantaunn  dan asesmen
terhadap kebijakan, prosedur,
operasional, SAraATIa dan
prasaransa, kompelersi
sumber days manusia, Serta
kualitas tindak lanjut
pengaduan, Evaluasi  juga
memperhatikan jumbah
laporan diterima/ ciselesmkan,
kepatuhan pade batas waklu,
kualitas  jawaban, kendola
| penanganan, dan hasil tindak
lanjut sebapal bahan
] perbaikan lavanan,

WHISTLE BLOWING SYSTEM
(WHS)

Evaluas] dilekukan secara
berkali dengan
memperhatikan ketepatan
pencatatan, kepatuhan pada
prosedur, wakiu respons dan
tindak  lamut, keamanan
informasi, seTia hasil
pemantauan dan  pengaduan
terkait layanan. Hasil cvaluasi
menjadi bahan  perbakan
pengelolann WES,
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STANDAR PELAYANAN LAYANAN KERJASAMA
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)
'no| KoMPONEN | URAIAN

1 | Persyaratan 1. Milra Kerja Sama adalah instansi vertikal pemerintah |

' pusat, Pemerintah Dacrah, perguruan linggi yeng
terakreditasi, atau pihak lain yang terkait di bidang
kepemiluan,

2, Ruang lingkup kerja sama meliputi  kegiatan
sosinlisasi kepemiluan; pendidikan  permlih;
peningkaton partisipasi masyarakat dalam Pemilu
dan/atau Pemilihan; dan/atau kegiatan laan di bidang
kepemiluan.

3. Syarat administrasi mitra:

a, Sertifikat Akreditasi BAN-PT (untuk perguran
tirgedl;

b, Suratl Kelerangan terdaftar scbaged Organisas
Measyarukat dari Badan Kesbangpol (untuk

| ormas/LSM): atau
¢, Burat Keterangan dari

Kementerian/ Lembaga / Institust setempat vang
relevan (untuk mitra lain di bidang kepemiluany),

4, Surat usulan teriulis dan mitra kepada KPU RKota
Baiam, serta doliumentasi perencanaan kerja sama.

5, Naskoh Nota Kesepahaman disusun berdasarkan
Peraturan KPU tentang Tata Naskoh Dinps KPU dan
Pedoman Teknis dalam Keputusan KPU Nomor 1068
Tahun 2023, beserta form identifikasi rencana kKerja
gama sesuad format dalam Lampiran Keputlusan KPU
Momor 1068 Tahun 2023,

fi. Bural permohoenan verifilasi kepada KPU Provinsi
dengan melampirkan:

a. form identifikas:;
b. naskah Nota Kesepahaman; dan
. syarat administrasi mitra,

Z | Bistem, 1. Pengajuan Usulan dan Perencanaan Kerja Sama
mekanisme, dan Mitra menyampaikan usulan, kemudian KPU  RKota |
prosedur Batam menvusun rencana Kerja sama.

a, Milra menyampaikan usulan kerja sama kepads
KPU Eota Batam;

b. KPU Kola Batam mengidentifikast kebutuhan kerja
sama dan calon mitra, serla menyusun program
dan kegiatan yang akan dilakukan;

¢. KPU Kota Batam menyusun dokumentas: |
prrencanaan Kerja sama.

2. Penyusunan Naskah Nota Kesepahaman dan Form
Identifilasi
KPU Kota Batam menvusun naskah Nota Kescpahaman
dan form dentifikasi, dengan dapat melibatkan mitra.

a, KPU Kota Batam menyusun Nota Kesepaharman
| berdasarkan  Tata  Naskah Dinas KPU  dan
| memperhatikan tata naskoh dinas mitra;




| NO

KOMPONEN

URAIAN

b. KPU Kota Batam dapat mclibatkan mitra :I.ala.m
pemyusunan konsep Nota Keaepahaman; |
¢, KPU Kota Belom menyusun identifikes: rencana
kerja sama padda form identifikasi,

3. Verifikasi oleh KPU Provinsi

KPU Kola Batam mengajukan permohonan verilikasi;
vertfikas:  dilakukan KPU  Provins: melalul  Bagian
Perencanaan, Data, dan Informasi,

a, RPU RKota Balam mengoyukan sural permohonan
verifikonsgt Repada KPU Provinsi,

I, RKPL Frovinsi melakukan verifikasi dan
menyampaikan  hasilhva: memenuhs,  belum
memeniihi; atau tidak memenuhi;

. Memenuhi: KPU Provinsi mengajukan permohonan
persetujuan kepada KPU, ditembuskan kepada KPLU
hota Batam;

d. Belum memenuhi  {identifikos f format [/ svarat
admimistras: kurang): KPU Provins: menvampaikan
surat pemberitahuan perbaikan; KPU Kota Batam
memperbaiki dan mengajukan verilikosi kembali
dengan seluruh berkas hasil perbatkan;

e. Tidak memenuhi: KPU Kota Batam tdak dapat
mengajukan kembali kerjp sama dengan  mitra
tersebut, kecuali rencana kege sama  diubah
dan fatay fnikra telah memenuhi ayarat
admanistrasi,

4. Persetujuan KPU
Dilakukan apabila hasil  verifikasi KPU  Provinsi
dinyatakan memenuhi. KPL melalu Bire Perencanaan
dan Organisasi memeriksa berkas dan mengajukan
persetujuan kepada Ketun KPU; hasilnya diteruskan
melalui KPLU Provinsi,

@, KPL Provinsl menvampmkan suraf  pengajuan
persetujuan kepada KPU;

I Bire Perencanaan dan Organizasi memeriksa
kesesuaian Nota Kesepanhaman dan kelengkapan
dokumen penunjang;

¢, Jika belum/ tidak memenuhi, surat pemberitabhuan
disampaikan kepada KPU Kola Batam melahai KPU
Provinsi;

d. Jika memenuhi, diajukan keépada Ketua KPU
berkas  berupa  surat  persetujuan,  lembar
persetujuan, hasil  verifikasi, dan  dokumen
pendukung lainnyva;

e Setelah lembar persetujuan ditandatangani Kelua
KPU, surat pemberitahuan persetujuan dan lembar
persetujuan diteruskan kepada KPU Kola Batam
melalui KPU Provinsi,

5. Penandatanganan Nota Hesepahaman dan
Penyusunan Perjanjian Kerja Eama {PHES]




NOo = EKOMPONEN

URAIAN

3 .Engka waktu
pelavanan

Dilakukan setelah persetujuan Ketua KPU atas Nota
kesepahaman diterima. PES merupakan tindak lanjut
MNota Kesepahaman dan sesuai dengan ruang lingkup
Nota Kesepahaman. Jika PKS antara KPU dengan mitra
berlaku untuk seluruh satuan kerja, KPU Kota Batam
tidak perlu membuat PKS tersendiri.

a. Penandatanganan Nota Kesepahaman secars desk
Lo desk (Lerpisah oleh masing-masing pihak, tanggal
sesuai kesepakatan] atau seremonisl (bersamaan
dalam acara yang discpakati];

b. Nota Kesepahaman dilaksanakan lebih lanjut
dengan PRE;

c. PKS ditandatangani olech Ketua KPU Kota Batam,
Sekretaris KPU Kota Batam:, atau pejabat [ain vang
dib}ri kuasa.

6. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Dilakukan setelah Nota Kesepahaman danfatau PRS
ditandatangani, menggunakan Sistem Administrasi Kerja
Sama (SAKA] dan laporan berkala. KPU Kota Batam
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, kemudian
melaporkannyva kepada KPU melalul KPU Provinsi.

a, KPU Koia Batam memantau dan mengevaluasi,
paling sedikit terhadap tindak lamjut BNola
Kesepahaman dalam PKS dan efektivitas Nota
Kesepahaman dalam mendukung tugas dan fungs:
KPU Kota Batam;

b. Menyusun laporan yang memuat daftar inventarisasi
Nota Kesepahaman dan PKS, serta permasalahan
danfatau masukan hasil pemantauan dan evaluasi;

c. Melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

d. Jika tidak ada penandatanganan Nota
Kesepahaman, laporan disampaiken | (satu) kali
pada akhir tahun berjalan.

. Pengajuan Usulan dan Perencanaan Kerja Sama;
tanggapan atas usulan paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak usulan diterima.

2. Penyusunan Naskah Nota Kesepahaman dan Form
ldentifikasi: sesual kesepakatan dengan mitra.

3. Verifikasi oleh KPU Provingi: 5 (limaj han kerja,

4. Persetujuan KPL: 5 (lima) hari kerja.

5. Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  dan
Penyusunan PKS: tanggal penandatanganan scsuai
kescpakatan para pihak atau waktu seremoni; masa
bertaku sesuai naskah,

6. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan: pemantauan
dan  evaluasi  sesual  ketentuan  dalam Nota
Kescpahaman atau paling sedikit 1 [satu) kali dalam

| {satu) tahun; pelaporan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 {satu) wmhun.

4 | Biaya/ tarif

Tidak dikenakan biaya /tarif (Rp0,-)




NO KOMPONEN

URAIAN

5  Produk pelayanan

a1

. Tanggapan atas usulan kerja sama dan dokumentas

. Naskah Nota Kesepahaman dan form identifikas)
; Sural haszil verifikasi darn KPU Provinsi {(memenuhi,
. Sural pemberntahuan perseluwuan beserta lembar
. Nota  Resepahaman dan PRKS wvang telah

. Laporan pcmantauan, cvaluasi, dan pelaporan Nota

perencanann kerja sama

rencana kerja sama

belum memenuhi, atau tidak memenuhi)
persetajuan vang ditandatangam Kewaa KPU
ditandatangani

kesepahaman dan PRS kepada KPU melalu) EPLU
Provinsi

&  Penanganan
'pengaduan, saran,
dan
masukan fapresiast

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat
disampatkan melalui:

1. Datang langsung ke Kantor KPU Kota Batam, JL
RE. Martadinata No. 1 = Seskupang

I N -

3. WhatsApp: 082 1BABSE0TT
4, Instagram: dkpukotabatam
5. Facchook: KPU Kota Batam

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING|)

KO RKOMPONEN

URAIAN

1 | Dasar hukum

. Undang-Undang MNomor 7 Tahun 2017 teniang

2,

Pemilihan Umimg

Peraturan Mentert Pendavagunaan Aparatur Negara
dan EReformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Repubhik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan RKomisi Pemilthan Umum (PRPU] Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan |
Umum, Komisi Pemilithan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilthan Umum Kabupaten/Kota [(Berita Negdra
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigan alas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tehun 2021 Nomor T86);
Peraturan Komisi Pemilihan Umuam Nomaor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemiltban Umum Proviosi,
dan  Sekretariat  Komisi  Pemilthan  Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihban Umum Nomor LOGES
Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
MNaskah Dinas Surat Perjanjian o1 Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten /kota.




NO KOMPONEN

URAIAN

| 2. |Sarana dan
prasarana,
dan/atau
fasilitas

Ruang layanan/pertemuan di kantor KPU Kota Batam,
laptop/komputer, jaringan internet dan e-meal, Sistem
Administrasi Kerja Sama (SAKA), dokumentasi, dan alat
tulis kantor, seria fasilitas layanan disatalitas berups kursi
roda, tongkat jolan, pegangan dinding desabalites dan
petunjuk visual dan audio.

4 | kompetlensi
pelaksana

Pereonil KPU  Koia Batam, khususnva Subbagian
Ferencanaan, Data, dan Informast (Rendatin), vang
mermilikt kemampuan menyusun naskah kera sama dan
memahami tato kelola kerja sama di ingkungan KPU

4 | Pengawasan
internal

1. Pengawasan dilakukan secara berjeniang

2. Evolunsi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan
berkelonjutan

5 | Jumiah
pelaksana

6 Jaminan
pelayanan

7 |[Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelavanan

e

l Hnamana.n rlam L-:usclmnum.n dalam pc!a'-.rnnan snng:.ﬂ

| 5 {lima) orang Anggota KPU Kota Batam dan 6 (enam)
| orang Sekretariat KPU Kota Batam

1. Maklumat Pelayanan

£, Proses  loyanan  kerjn sama  dilaksanakan  sesuai
jangkn waktu vang telah ditentukan

3. Proses lavanan kerja sama difasilitasi oleh personil
yvang telah mendapatkan penugasan

4, Naskah dan dokumen disiapkan sesual dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomer 1068
Tohun 2023

diutamakan, bebas darn praktik gratifikas), kolusi,
nepotisme dan pungutan liar

2. Informas: yang daibernkon digamin keabsahannya dan
dapat dipertanpgungjawablkan

3. Petugas vang melayani kega sama telah m{'-nfin]mtlmn

penugasan dari atasan langsung

8 | Evaluasi kinera
pelaksana

D1lul-:5nn:|han pﬂdn saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan
Anggoto dengan Sekretariat KPU Kota Batam daen/atau
Rapat Strukiural RPL Kota Batam




STANDAR PELAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

saran, masulan,
dan apresias]

LB o

NO EKOMPOREN URAIAN
1 | Peravaratan A. SYARAT CALON
Calon angegola PPE/PPS/KPPS/FPDP memenuhi syarat
sesual PRPU tentang pembentukan dan tata kerga badan
adhog, antara kun: WKNIL usia minimal sesuai jenis badan
adhoc, setia pada Pancastla dan UUD 1945, jujur, adil, dan
mandiri, schat jasmani dan rohani, berdomisili sesuai
ketentusn, bukan anggota atau pengurus partai politik,
acria tidak pernah dipidana sesuai ketentuan.
B. SYARAT DOKUMEN
Dokumen: Surat Pendaftaran, Daftar Riwayvat Hidup,
Fotokom KTP-el, Folokopt jazah SMA/scderajat  atau
fjazah terakhir, pas foto, surat pernyvataan, Surat
Reterangan . Sehat Jasmani dan Rohani, dan  Surat
Pernvataan bebas dari penvalehgunaan narkaba
2 | Sislem, I Pengumuman pendaftaran,
mekanisme, dan | 2, Pendaftaran mandiri melalui SIAKBA {online).
prosedur 3. Seleksi administrasi,
4. Tes tertuhis [CAT).
2, Wawancar.
6. Pengumuman hasil seleksl dan tanggapan
masyariakat.
7. Penetapan dan pengumuman badan adhoc terpilih.
8. Pelantikan atau pengambilan sumpah fjanji, dan
bimbingan teknis,
3 | Jangka wakiu Sesunt perikde  tahapan pembentukan badan adhoc,
pelavanan Tunggopan masyvarakat atas calon diterima dalam jangka
waktu yang diumumbkai
4 | Biaya/taril Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk lavanan | Pengumuman rekrutmen, hasil seleksi, Keputusan KPU
Kota Balam lenlang penetapan anggota badan adhoe, dan
angpota PPR/PES/EPPS/PPDP terlantik,

6 | Penanganan Masyarakat dapat memberikan pengoduan, saran,
pengadaan, masukan dan apresinsi melalui:

1. Datang langsung ke Kantor KPU Rota Batam, L. RE.
Martadinata No. 1 Sekupang melalai helpdesk
rekrutmen Badan Adhoc

Emall; kot batamiekpu.go.ied

WhatsApp: 082 186856077

Instagram: rkpukotabatam

Facebook: KPU Rota Batam

PENGELOLAAN PELAYANAN [MANUFACTURING]

Irm

KOMPONREN

Dasar hukum

S —

URAIAN

1. Undang-Undang Nomaor 14 Tahun 2008 tlenlang
Keterbukaan Informasi Publik.




NO

URAIAN

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tcntang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah |
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilthan Gubernur, Bupati, dan Walikota |

| Menjadi Undang-Undang. |

| & Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang |

Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali |

| diubah sesua  dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan. .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang |

| Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 |
| lentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum {(PKPU) Nomor 8 |
Tahun 2019 tentang Tata Kega Komizi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemihhan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimeana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemiliban Umum
Nomor 4 Tahun 2021, beserta ketentuan perubahan
vang berlaku, .

i, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Romisi Pemilihan
Limum, Sekretariat Komisl Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sckretarial Komisi Pemilihan  Umum |
Kabupaten/Kota, beserta ketentuan perubahan yang
berlaku.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubermur dan Walkil Gubernur, Bupati doan Wakil
Bupati, dan Walikola dan Wakil Walikota, beseria
ketentuan perubahan vang berlaku,

8, Peraturan Menten Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomoer 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan,

%, Peraturan Koms Informasi Nomor 1| Tahun 2021
tentang Standar Layvanan Informasi Publik.

Barana dan
Prasaranad,
dan/atau
fasilitas

Jaringan internet terhubung ke janngan LAN/intermnet
yang stabil, meja pelavanan helpdesk, petugas helpdesk,
papan dan spanduk penpumuman tahapan rekrutmen,
iklan melalui  media muang  dan media  digical,
komputer/laptop, ruangan untuk tes lertulis CAT, alat
perekam suara atau video saat seleksi wawancara, lembar
| penilaian seleksi wawancara, alat fulis kantor, sarana
.-peﬂl:lu'ﬁmn;: lainnyva sesual kebutuhan tahapan, seria
fasilitas layanan disabilitas berupa kursi roda, tongkal
jalan, pegangan dinding disabilitas: doan pcmnjul-: visieel
dan audio.

Kompetensi
pelaksana

Pelaksana kn;.r-:m:m merupakan anggota KPU Kota Batam |
danfatau pegawnai Sekretariat KPU Kota Batam yang

mendapatkan penugasan sesuai  dengan  lugas  dan
[ungsimnva




NO

R

KOMPONEN

URAIAN

Pengawasan
ifiternal

Jurmilah
pelaksana

10

- Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan dilakukan

secara berjenjang oleh pejabat atau atasan yang
berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Evaluasi pelaksanaan Javanan dilakukan

berkala dan berkelanjutan.

BRCATH

[sepulub) orang terdirt dar Anggota KPU Kota Batam

dan Sekretariat KPU Kota Hatam

Jaminan
pelayanan

1.

Jaminan dalam layanan proses rfekrutmen badan
acdhoe secura transporan, adil, akuntabel dan bebas
dart miervensi

. Adanva integrasi antara SIAKBA dan SIPOL seria

tanggapan masvarakatl untuk mendetekst secara ding
calon badan adhoc vang diduga anggola Parpol
tertentu.

Tersedianva

saluran  khusus untuk menernma

masukan dan tanggapan masvarakat terkost rekam

jejak calon angpota badan adhoc,

. Maklumal Pelayanan

=]

Jaminan
kemmanon dan
keselamealan
pelayanan

pelaksana

3.

| i

1. Jaminan kcamanan data pribadi calon angeota badan

adhoc yang mendaftar.

. Jaminan lokasi tes tertulis (CAT) dan wawancara |

dijaga dengan ketat oleh keamanan infernal dan
berkoordinasi dengan Kepaolisian,
Pendaftar bebas dari scgala  bentuk
intimidast alau pemerasan.

Adanya  jaminan  denltas  pelapor
masyarakat] dilindungi dan anonim.

tekanan,

[Langpapan

8 | Evaluasi lanerja _!Dll_ﬂ.gsmm pada sant Rapat Pleno Rutin KPU Kota |
im:_tnm dan fatau rapat sirakiural di Sekretariat KPU Kota |
Batam

Diitetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2026

KETUA KOMIST FEMILTHAN UMUM
KOTA BATAM,

Ltd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
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